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Mengingat

SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian
Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupat; Landak Nomor 900.1.1/1284/II-BPKAD tentang Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Perubahan APBD Kabupaten Landak TA.2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan BuPati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3904} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3970);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasgnal (Lembaran Negara
republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan
Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6884);
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31.
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 125);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 11};

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10j;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10};

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128 /PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan
Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1348);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1148) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193};

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa
Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan
Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 799);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk
Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 510);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7153);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk
Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun
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Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja
Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomeor 807});

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif
Fiskal Tahun 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 932);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal
Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 348);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif
Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023
Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2023 tentang Keputusan Menteri
Keuangan tentang Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam
Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/
Kabupaten/ Kota;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa
Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif
Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan
Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
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64.
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Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Landak (Lemparan Daerah Kabupaterl;la L 1dak Tahyn 2016 Nomor 5 Tambghan
Leémb,an Daerah Kabupaten Ladak Nomor 57) seba&aimaoz téigh Jiubah . eberapa kali, taxakhir dengan
Peraturan aerah Kabup ten Landak NC oy 1} Tahun 2p.0 t it ng Peerahan Kequa ¢ as Peratyran
Daerah Ka Dllpaten Landak Nomor 5 Tahun 201 tentang :mb®Ttdikan d2n SUsunan Perangkat Daerah
KabUpaten Landak (LeMparan Daergp Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pemer ntah Kabupaten Landak Pada
F~ " seroan Terbgtas Bank Pemban8unan paerah KaliMantan Barat (Lembar]an Daerah Kabupaten Landak
Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah D rap Kabupaten Langgk ahun 2017-2(52 (jembaranl Daerah Kabupaten Lapdak Tyhun
2017 Nomor & ramhahan Lembar oL Daerah Kabupy, n Iﬁandak Nomor 70) scbagaimana 1¢. di_ bah
dengan Perat r Daer‘zh Kabupate” dandak , mor 1®1ahy' 019 tentang Perubahan At2S 10 o firan

aerah Kabupaten La™ak Nomor 1117 ahun NfOl? te¥1ta1ng Reficana Pembanguhnan Jangka penellgah
Daerah Kabupaten Langak Tahun 20 -2022 (Lembalan D3erah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Peme€rintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor &, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Landak (Lemparan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pal®k Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Nomor 107);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6);

Peraturan Bupati Landak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan



Memperhatikan

70.

71.

72.

73.

Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 728);

Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 734);

Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Landak (Berita
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Landak Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 41);

Peraturan Bupati Landak Nomor 23 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun
2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 23);

Peraturan Bupati Landak Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hibah Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 57);

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, bahwa Para Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik PU
maupun BPU termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN dan Penyelenggara PEMILU di
wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jamsostek;

Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 Hal Satuan Biaya Masukan
Lainnya (SBML) Tahapan Pemilu dan Tahapan Pemilihan, menerangkan bahwa Satuan Biaya Masukan
Lainnya yang terkait dengan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu hanya diatur mengenal besaran
Honorarium dan Satuan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan
Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/5252/8J tentang Pendanaan
Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2024,



Menetapkan

10.

11.

Surat Djyrektur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
900.1.9.1/16888/Keuda Tentang Percepatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Pendanaan Kegiatan Pemilukada Tahun 2024;

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15/BAPENDA/2024 tentang Rencana Bagi Hasil
Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota SE Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024;

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 74/BAPENDA/2024 tentang Rencana Anggaran Bagi
Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota SE-Kalimantan Barat Tahun
Anggaran 2024;

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90/BAPENDA/2024 tentang Seligih Kurang Salur dan
Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota SE-Kalimantan
Barat Tahun Anggaran 2023;

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 386/BAPENDA /2024 tentang Kurang Setor Bagi Hasil
Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota SE-Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun
Anggaran 2023,

Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provins; Kalimantan Barat Nomor 100.3.3.1/124/BKAD
tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten
Landak Tahun Anggaran 2024;

Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 100.3.3.1/259/BKAD
tentang Informasi Pemberian Bankeu Khusus Tahun Anggaran 2024;
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp 1.437.116.577.846,00 bertambah sebesar Rp
48.848.016.566,00 sehingga menjadi Rp 1.485.964.594.412,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 1.403.883.855.129,00

b. Bertambah / (berkurang) Rp 41.976.162.501,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 1.445.860.017.630,00
2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 1.437.116.577.846,00

b. Bertambah / (berkurang) Rp 48.848.016.566,00

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 1.485.964.594.412,00

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 40.000.000.000,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp 2.704.576.782,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 42.704.576.782,00
b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 6.767.277.283,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp 2.600.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan (Rp 4.167.277.283,00)

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp 40.104.576.782,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. LampiranI Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;



2. Lampiran I Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat
khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil,

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH/ Tambahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulal berlalu pada tanggal diundangkar,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inj dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kalyupalen Landak.

Ditetapkan dl Ngahang
pada tanggal 11 November 2024
Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
GUTMEN NAINGGOLAN
Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 11 November 2024
Pj, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTR
HERI ADIWIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAEK TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai df..-ngzan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUART], SH
NIP. 19661128 1‘9?402 2 001




Pasal S5
Peraturas Bupan in mular borlah pads tangeal diomdangkin
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B DUPAT! | ANDAR.

b

OUTMEN NAINGGOLAN

Diordanghion vb MNgsbang
fivia gzl || Nowemibmr 0124
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BERTTA DALRAM KABLUIPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR J]
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RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK. JENIS;.

l_aimbsean |

KABUPATEN LANDAK

Paraluran Ketrald Dacral
MNorpor 29 Tahun 2024,
Tanggal 11 Novamber 2024

OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPAT.AN BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

HODE URAIAN s Bt Jﬁﬁ‘ﬁ‘&m SELISH (Rp)
1 2 3 4 3
4 PENDAP ATAN DAERAM
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100_684.475.660,00 78.322.33 3.370.00 ~-22.362 ¥42.28100
410 Pajak Dirash 54,1700000,000,00 IR SHY BE2.UET,0 5,587 137 D13.00
310006 Papk Hatel 180.000.000,00 000 ABOL0G0 (00,60
1010601 Pajak Holt 150 DNG.0E0, (G 080 =160.030.000,00
4.1,01,06.01.0001 | Prak Halpl 150.990.000,00 0.00 A50.00¢.000.08
4.1.01.08.03 Pajai Losmen 31.600.000.00 060 -30000000.00
410106050001 | Pajak Losme 30,000.000,00 0,00 30008 0K10,00
L4007 Pajak Rs.swran 2620 000.000.80 000 -2 B20,000.000,00
410107 .01 Péapek Rissiorzn dan Sejensnys 65.000.000,00 .00 -55.000.101 .40
4.7,01.07.00,0007 | Pajek Restoran din Sejent snya 85 000,00000 0,00 -85.000.000,00
4 01.07.02 Rajsh Rumsh Makar: dar S spnsaya Z230.000060,00 000 -230:00C.0ED.00
4.3.01.07 0z.000 Pajek Rumal Makan dan Sejnisnyz 230:0800.000.00 0 -230.000,000,00
410107 (3 Pajik Kafetara dan Sejenisnys 40.000.000.00 |G.0B 0.000.00 000 |
44007 03,0001 | Pa g Kafelans dan Sslprisnys AD000.0120,00 000 -40.000.000.00 j
| 41.01.07 &5 Pajgr Wauing dan Sejgmsnya 180 000.000. 60 0.00 -130.000.000.00
4,1.01.07 06 0001 | Palak \;alung than Sejetisrya 130.000.4 000N 0.0 -130 000, BOO.00
4.1, 007.07 Pajgk Jrse Boge/Kaleiing dan Sajanianya 2.156:000:000.0U 0.00 -2.155.000.000 .00
41.0107 (7 0001 | Papk Jasa BegarRalering dan Sejsnsnys 2455.000.000,00 i -2.158.000.800,00
41.07.08 Paplk Hibumn 32000.000.08 200 -32.000,000,G0
4_f.H08.07 Paak Pemransn Blar san Bowing 3240 000,00 G.[;i -3.240,000.00
41 01.0807.0001 | Pajak Pearmmainsn Biiar dan Rowing 3.240.000,00 000 -3 240 00000
41010808 ;ﬁ&iﬂ”iﬁﬁﬁﬁ”ﬁm Besmsta 420 23,600,000 U0 0.00 23600 000,06
4 101.08.08.0001 g’f‘#ﬂﬁﬁ ;ﬂ;"da"""‘" TR T 2360000000 0,80 - 23650000000
4.0108.09 Forei Ketagoieh ’?gf;:"s; A o B 160.000.00 000 4 180.000,00
4101 pagasaot | £ iﬁ;"&:;‘;‘n '?!'_i?rf:i o e £.160.000.00 a0 +5.160.000.00
4:1 0108 Paji# Rexlame 210.000.0130,00 320:0100.€H06. 80 110900 00,08
44040801 ;ﬂ;ﬁﬂ‘ ligva Papan/Bith mrdViiteotm! 1610,700.600,00 27000000000 110.000.000.00
4.1.01.09.91.0001 ﬁ;ﬁﬁ““m e L 160.000.000:00: FPBO00A00.00 140.000,0010,00
410.08.02 Pajeh Reklame Kaw 50.000.000.00 50.000.000.00 f.00




- SEBELUM SESUDAH -
KODE URAIAN JUMLAH (R JUMLAR (R} SELISIH {Rp)
1 2 3 4 5
SR Botarje Ranfusn Kevangan Kiusus Dasei _ =
BN Provms ke KabupaieKote s g oo
= oy i ; Balania Banluan Keuangan Khusus Dusrah e
8 40Z.03.02.000 Provitsl ki KabgpateniKata 0.00 0,00 0.00
&4 G205 Balana Baryan Keusngen Daeran Provars! slau 228 776.818.600,6 232,630 576.680.60 2.853.760.000,00
v RebupatanMola kepeda Desa - . T i
g=== Setanjs Bamuan Keusngam Khosus, Daarah =g Wena an e = S
52020502 | Eramtp g KT vy el Dess 128 776 B8 500,00 ZIZERD,S578.600,00 = ABER, TROLEIIN
) Belanja Banuan Keuangan Khusus )
540205 (20004 | Kabupalen Kol kepata Desa yang hersimmies 151.802.5845.,000,00 155 658,705.000,00 3.853. 78000000
dari Dana Desa
: Balane Banfusn Keuangan Whusrs:
5.4.020502.0008 | RabupatenXowz kepade Dese yang bersumbet 76.973 §73.800.00 76 973 8T3600.00 000
dan Alekan Dang Desd
Jumieh Belanja 1.837.116.577.848.00 1.485.964.584.412,00 48.848.016.566,00
Toual Surpfus/(IDefi i) 3323272211700 46,104 .576,782.00 -6.871.654.065.00
6 PEMBIAYAAN BDAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYA AN 40.000,00000¢,00 704576, 782,00 2.704:576.782,00
6.1.01 Sisa Latih Parhitungan Anggararn Tahin 40,000,600 00000 £ 704 57678200 2704.578 782,00
Sabaluninya :
SFea Danz Mkbal Tidek Teitapanya Capaen - :
6.101u7 Tamel Kineng 4en S&a Nang Fangeluaran AN, (00,000 000,00 42704 576 TR200 2702876 782,00
Pembiaysiz R
Sisa xana Akilsat Tidek Tercapaings Capaian . ; : ’
6.1.00.07.01 Targel Kinafja 4h,AU0.A000R0,00 42.7N4576,782 00 2704576 782,00
a10t07 0i0nyt | Stea Dana Alihar Tulsk Teicapanys Capsian 40.000.000.000.00 42.7D4576 75200 2,704 576 78200

Targal Kinver &

Jumiah Pener inean Femblayaan 40.000.000.000.00 42704.576.782.00 2.704.575.782.00
B.2.012 Penyeriaan Moval Daersh € 787 277 215300 2.600.000.000,00 - 1ET. 27728300
= Ponyetaan Midal Daareh pada Badan Usahia s o s 5 =i
G2:02.02 Wil Daarah (BUMD) B7G 7 277.28300 2 &fin.0nn noa,00 4167 27758300
E.242.0Z01 Penyertaan Mixia! Daarah pada BUMD 6767 277, 28300 2.800.000.000,00 4167.277.28300
A2 02102 00 0001 | Penvedean Modal Daacah peda BUME B7E7 277.28300 2,500,000, OO0y ~4\67.277.263.00

Jumian Pargaivaran Pembiayaan 8.767.277.283,00 2,600.000.000,00 -4.167.277.283,00

Pembiayaan Netto 33.232.722.717.00 40,104,576, 782,00 BB7Y,854.085, 00
o3 -Sisg Leblh Perimeyazy Angyatan Dzerah Tabun 0,00 0.00 0.00

Berkenaar (SILFA)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEFALA BAGIAN HUKUM,

5 o

NIP. 19661128 123402

DARIANUARTI. 8
e

Kab. tandak, 11 Novermber 2024

P Bupati
1L

O, GUTMEN NAN S GOLAN, SH., M Hum



RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAIH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIAT AN,

KABUPATEN LANDAK

Lspmipwan K

Peraturan Kepals Ddemah

Mamor 21 Tatun 20124
Tengaal 11 Movermber 2024

SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH

. ‘ SERELUM SESUDAH BERTAMBAH | DASAR
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH [Rp) BERKURANG (Rp} HUKUM
4 PENDAPATAN DAERAH 1.403. 482,855, 124,00 1,445,850 67,5 30,.00 41.876.162.507,00
J =4 A o y S L = N - o
4.1 (pi;ai;DAPATAN S S 100, 88447 5,660,010 8322335 379,00 -22,3A2 142 28300
4101 Pajak Dwerah 54 170400000,00 34,582 A62.987.00 -15.567.147.013,00
41,0106 Pajak Hael 180,000,000.00 000 S150.008 L0080
4 1.01.06.01 Pajan Hosl 1500100 D00 60 0,00 ASH 00 0B000
4, 4,01,08.01.0001 Pajak Hosl 150.000.000,00 0,00 =~ 150L00R.0810,05
41.01.668.03 Pajak | gsmen 30.100,000,00 000 -3, 000.0a0.00
4,7.01,06.00,000% Pajkc Lesmen 30100000000 000 - 30000.060,00
|
400107 Pajek Restorin 2.620.000.000:60 ‘000 | - £620.000.000.60
4,1.01.07.01 Pagk Resoran dan Sujenisnya R 5000,mM3.00 a,0n I -£5.000.000,00
- ‘ Pajek Regtar, @ o0 : P e
atororonoont | o oo £5.000,000.60 0,00 -65.000.000,00
el Papk Kumah Makan dan ik "
4 1.01.07.02 - 230000 D200 0.0 240000 06000
; Pafek Rumah Makan dan & - .
A,0107.02 0000 | oo o | 230,100,000,30 aon | ~Z30000.000,00
a101.07 03 Pak Kaelaria dan Sgent snya 41 00t 000,01 aon -40.000.000,60
qu;ak Rrafelzng - A y
& 16407020001 | g ¥ 401000 000,00 0,00 -40,000.000,00
A1 51,0705 Bajak Wanm dai Sejérismya 130 0A0.000,00 .00 -130,000,0(0,00
41.0,07.05.0001 Pajak Watlng un S epnismy 130 DOOL00.00 000 -1:30.000.209:00
240000707 Pojek Jawn Boga/Katenmy (an 2755 £00.000.00 D.o0 ~2.155.000.000:00
Seec iisny
- . Payak Jusa Bogarkalenng nan —— ] . ]
$TOUOT O 000F | o 2 155 000:000,00 000 2 .A66.000.000,00
410108 Pajak Hiburain 2200000000 noo ~52.000.000,00
A 1.01 0807 St TS S 2240;000,00 0.00 -3240.000,00
owling !
4 1.01.08.0 78001 awr.l:am b o 3240400000 a.0u -3.240.006.00
, Paax Pacusin Kudz,
41.07,08.08 KeEntaman Bermotor. gan Permairan 23,600000.00 0oD -23.600.000.00
Ketangkasan
~ Pojak Pacuan Kidz, ; y
2.401.0B.08.0007 | Kendarezan Barmotor, dan Pgrmaman 23,600.000,00 0,00 -2 380000000
Ketagkasan
Baak Perli Plat. Refleksi.
41.61 0808 Mand Uap!Spa dan Pusat 5.165.000.08 0,00 5160, 20800

Ketaran [Filness Tenter)

Tl it §




Tercapanya Capamn Ta rgel Kinerje

5 Beianz Makana 0:n 5.000,00 23200000 16,000,006
5.1.02,0000.0052 | g S URIE 116.000,00 )
5 1.02 G1.61.0053 Rolanje Makanan dan 2,088 00,00 £602.000.00 1.534.000.00
SmE Mimunan Jamuan Tamu
5.1 G202 Belanja Jasa
5102.02.01 Belanje lzsa Kanoo
Honomarmm Tim Pelaksang
510202010004 | Kagiatn dan Sekratznat Tim 000 18.750.000.00 18 250.00D,00
Petsksana Keoiaten
i Balarys Sewa Grdung dan
6102 205 P s
- Belenja Sewd Banguran — e =
310202050009 Cadung Tempa Peramuan 74T 300,00 : ;
5,102 Belan i Punaignan Dines
= : Halanja Perjalenen Dings
5.5.02:04.01 il Hogets
530204010000 | g, Balaig Fenatanan Dinas 5.166,000,00 5,168,000,u1 0,00
PEMBIAYAAN DAERAH
SEHSL UM SESUDAH —
. ASBR
KODE REKENING URAIAN FERUBAHAN PERUBAMAN Bg&:ﬁ;::g":ém gu iﬁm
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
8 PEMBIA Y AAN DAERAM
B1 PENERIMAAN PEMBIAY.AAN 40000 007 60,00 42,704:576, 782,00 2704576 782,00
54,01 S IR ST T 40 000000 000D 42.704:576 TE2,00 2704576 782,00
L Tahitm Subuhlﬁil‘l}'ii i
s Dang Mqgbal Tidak
Tercapamya Gapaan Tamer Kinera - » P R
1 Y 4D, 8C0.000.000. 60 42.704.576_782.00 2.704.576.782.00
FLo107 dun Ssa Dama Pengeluaran =
Pe’mhiayaa‘n
6.1.6%.07 01 .2 Dars Aklal Tidah 245, DUD.DE.Y0U. 00 42/704575.76200 2.704.576.762 U0

8.1.00,07 01,000

Sisa Dana Axbat Tidak
Terueanya Capaian Targe! Kinera

Al D IHREONL GO

42.704576.782, 00

2.704576.78200

prds’ BUMD

82 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6767 277 263001 2 600.000.000.00 4 187,277 28300
5:202 Panyanaan Modal Daeran G767 277 28300 2 600,000,000, 00 4,187.277.283.00
—— Penyarizan Modal Daermbi o 5 3 R

§2.0202 PO sl oy i 6767277 283 00 2.800.000.300.00 117,277,282 .00
$:2.02.0201 L & 767 277 283,00 2600.000.000,00 4. 67277 283,00
£.2.02:02.01.0001 PEnyurgan Moddl Dearah 8767477 283,00 2 800.000,000.00 3167277 26300

Salinen sesual dengan aslinys
KEPALA BAGIAN HUIKUM,

DARIANUARTI.

NIE. 19661128 1994042 001

Kab. Lamdak. 11 November 2024

Fj Bupati
T

Dr. GUTMEN NAINGZOLAN. SH., M.Hum




Lampiran llla  Farafuran Kepsin Dasral)
hamor 21 Tahun 2024

N B _ Tangyal 11 MNaverabet 2024
Hibat Beripa Uang KABUPATEN LANDAK
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIEAH
TAHUN ANGGARAN 2024
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA, Jﬁ‘:ﬁ?.‘lf\t;-lu(llﬂhl Jﬁi’ﬁ?“‘{gp] SELISIH (Rp)
Din‘er_s_l’—“—qndidikan dan Kabudayaan
Pengelolnan Danag BOP PAUD
1 BalaniaI4bah Dang BEIF-BOF FAUD .00 2A80:000.060 2.380.000.60
2. | Beanz Hiban Dare BOSP-BUR PAUD 840 Q.0 1,00
3 BEKOLAH 8D NEGER! SEKOLAH. 30.000 040,00 30.naniao0.o0 £2.00
i 4_ SEKQLAM S0 NEGER) SEKOLAH 4578, 770,000,00 4. 574,320.000,00 <2, 34800000, 00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 4.606.770.000,00 A.606.770.000.00 0,00
Pengulalean Dane BOP Sekolah Nanformal/Kesetaraan
B SEKOLA- ST NEGERI SEKAQLAH. 4T3.206.000.00 A473.200.000 0¢ 0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 472,200.000,00 473.200.000.00 0,00
Pelindungan, Pongembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradls! Budaya i
Jalan Jendaral Sudirman Desa Hilk o
g | Dewan Adat Dayan Kabupalsn Landak T e e 700-000.000.00 700,00, 000.00 010
Kallmairten Baret
i JUMLAH HIBAM PADA SUB KEGIATAN ?ﬁn.nnﬂ;i;);,oo 760.000.008.00 0.00
Pembingah Sumbar Daya Manugla, Lembage, dan Pranata Adat
T Jala'm.]endm'nl LBudinmem Desa Hill
7 | DewanAdal Dayak Kabupnaben Lamtak gg;{f{;&:ﬁﬂ;ﬁfgfﬂ o 0,00 o
Kalimanian Baral
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 0,00 0,00
JUMLAH NIBA;-PADA SKPD Dinag Pendidikan dan Kehudeyaan 8.779.976.000,00 5.778.978.000.00 0.00




Salinan sasuai dengzn aslinga
KERPALA BAGIAN HLJKLIM,

DARIANUART! SH.
NIP 19661128 19940 2 001

Kab, Landak, 11 November 2024

17 Bupat!

TTD

Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, SH., M.Hum

) : SEBELUM SESUDAH
E
KO NAMA PENERIMA AlLAMAT PENERIMA JUMLAN (Rp) JUMLAH {Rp) SELISIH (Rp)
Pelaksanaan Kebljakan J! Bldang Pendaftaren Ormas, Pemberdayaan Drmas,
Evaluas! dan Madlas| Sengkata Onpas; Pengawason Urmaes dan Orimas Asing
dl Daarah
BT | Frmum Koonlnas] Man Kemmilasi Ommas (FORKOMASR) Naabang 7 6000 .000.00 TE.000.000,00 0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 75.000,000,00 75.000.000,00 h,Go
Palaksanean Kahllakan di Bldang Katahanan Ekoneml, Boslal. Budaya dan
Fasjitas! Pentagenan Penyalagunaan Nafuotika, Fasllitasi Keriktinan Umat
Beragamsa dan Pengh#y$ Kepercayasn di Daersh
} Kamor Kemarderan Agaima FKUB ]
30 | Farun Kefukuran Umat-Ba:agama (FRUB! Kabupeen langak, n Raya £30.000.000,00 230,000.000,00 .00
Ngalann - Sanggats ¥m1B8
JUMLAH RIBAH PADA SUB KEGIATAN 230.000. 000,00 230.0004.¢00.00 2.00
Penyusiinan Bahan Perumusan Kebljakan di Bidang Kewasgadaan Dini.
K ja Sana Intelljen. Pamantavan Orang Aulng. Tendga Kerja Asing dan
Lambsna Aslng, Kowaspadaan Perhiatasan anta; yaSara, Fasiitss|
Kaismhagasn Bldang Kewaspadaan, sarta Pananganan Konfllk dl Ozerah
Jf, Pamurta Juaur Turgkul Gg _ _
99 | Forum Kewaspadazw Cir Kere! Cmea Ml Kantor Kee. 0.00 200,100 600,00 HN.000.000.00
Wgabang
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 8.00 200,000.000.00 200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPO Radan Kosatuan Bangsa dan Palitlk 30.520 719.402,00 12.236:343.402,00 1.715.624.000 04




Lamgiiran IVa @ Peraturan Kapafa Basrah
Nomor.. 27 Tanun 2024

_ f Tanggal » 11 Noverber 2024
Bantuan Sosial Baibpa Uang KABUPATEN LANDAK

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN S50SIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

TAHUN ANGGARAN 2024
: e : ‘ SEBELUM SESUDAH : ;
NG NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISH (Rp)
Sekretariat Daerab
Pelaksanaan Kebllakan, Evaluas!, dan Capalan Kinerja Terkall
Kasa|ahteraan Soslal )
1| AHMAD FAUZIE E,;j'];’;r?" EGITAIEEREIS, M0t REpaE 100,000.000,00 100.000.000,60 (00
JUMLAH BANSOS PADA SUE KEGIATAN 100.000,000,00 406.000.000.00 ;00
JUMILAH BANSOS PADA SKPD Sakretariat Dasrah 160.900.000.00 400,000,000 70 0,00
Kah. Landak, 11 Novembier 2024
Salinan sesual dengan asilnya 7
KEPALA BAGIAN HUKLM, F| Bupati
7D
Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, SH., M.Hum
DARIANUARTI, S

NI, 19661128 198402 2 001




Bairuan Ksuangan Kiusus

Lampiran Vi | Petatyran Kepdla Oseiah
Nomurr 24 Talun 2024
Tenggal 11 November 2024

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD FEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA Jﬁaﬁ*;'”(’;“m, Jﬁiﬁ%“l:m BEUSIH (Rp)
Diras Pambardavaan Masyarakal dan Fumetdntahan Desa
Fasilllas! Pongelolaan Asel Desy
1 Kah |andal 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BANTUAN REUANGAN PADA 5UB KEGIATAN 0,00 0.00 0.00
JUMLAH BANTUAN KELIANGAN PADA SKPD Ninag Pamberdsysan Masyarakat dan Pamaerintahan Desa 0,00 0,00 0.00
Badan Pangelalaan Kauangan dan Aset Daerah -
Anallals Perencanaen dan Fenyaluran Bantuan Keuangan
4 Aur Sarhpuk 0.04. 124, 430.000.00 180,430 DoL 00
i Gamang .60 120,430,000,00 120 430 00000
4 Ants Dingit 0,00 120.430.000.0¢ 720.430.000.00
5 Sommk i, et 120 430.600,00 120:430.000.60
6 Gamang 0.00 B.00 0.00
7 Unizmg: 4.00. 120.430.000.00 120.430.000.00
8 Rampe! .00 120.430,000.010 120 420.000,00
9 Tubamg Resamg 0.00 120,430 QD KD 120.430.000:00
10 Anik Typgr 0.0 nha 0,00
11 Sekals 000 128,430.0(/1.00 120.430,000,00
1z Tehu n.on 4201 430,000,060 120430 000,00
13 Moo Batung 0.0 120.430.000.00 120.430,000.00
14 Ketamps Selojo 080 420 430.000,00 120.430.000 .00

=irinmey




BEBELUM

SESUDAH

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAK [Re) JUMLAH Ry} SELIBIM {Rp)
190 Fakumbang 494 408.373.00 494.409.374,00 1,60
191 'rapakn_g__ - A18.042.623,00 478,942 523,00 0,09
182 | Amewakng 406 B76 91000 A05:876 10 00 0@
| 9-3 Galar §11.938,750,00 811434 750,00 (00
164 | Sekilap — E22.725 460,08 522.725.860.00 n.o
JUMLAH BANTLIAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 228,776.818.§00,00 232.620.578.600,00 3,891,760.000.00

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelalaan Keuangan dan Asel Daerah

228.776.818.600.00

232.630.578.500,00

3.853.760.000,00

Salinen sesuai dengen AElinya
KEPALL BAGIAN HUKUM,

CARIANUARTI,

MIF.. 19661728 199404 2 U1

Kabi Lapdak, 11 Navamiiar 2024

F| Bupatl

b, GUTMEN NAINGGOLAN, SH.. M.Hum




Bagi-l-iaslf Pajak kepada Pemenntah Dess

KABUPATEN LANDAK

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

Lampiran Vic  Perallran Kipala Dagrah
Nomior 21 Tahiun 2024
Tanggal - 11 Nevember 2024

TAHUN ANGGARAN 2024
ND NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA - oy e 3 Jﬁﬁnﬂ?ﬁgm SELISIH (Rp)
Badan Pengslaigan Keuangan dan Aset Deerah
Analisin Perencanaan tlan Penyaluren Bantuan Keuangan
it Bentang Madomang $.330:938.(H). 1.330 238.00 0.
2 Pahohrig 1.485 130,00 1,485.160,00 na
3 Fairak 1.330:938.00 .330 238,00 0,00
q Tiang Tajuuy, 11330:958,00 1.33d 638,00 £.00
5 Tanguwe 1:350:938.00 1,330.938,00 U.00
B Diange Ap 41.330:438,G0. 1.330.838:00 0.08
7 Sulirgal Law 3171.379,00 3 171.37900 .00
i Engkarik Pade 7.883.562.00. 1.BA3.562.00 e
] TuRERg 2 625,822,010 2,626 882,00 010
10 Temuyak 1,365,566, 00 1.355.568,00 oo
1 Sqmm;tl-k 2:438,940,00 2.438,840.00 0.00
12 Babaka 2.592,458,00 2.632 458,00 0,00
12 Sekpudsl 1.334 260,00 1534 260,00 il
14 Sala'as 1.742:219.00 1742.219.00 000
15 Nyam 3 0106 245,06 3.008.305.00 .80
16 Sampuro 1.330.848,u0 1,330.938.00 0,0
17 Merayish 1:330.938.60. 1.330.438.00 .00
k-1 Menlonyak 2.524,522 .00 2.524,582.00 0.00
19 Salla 1337 79700 1.337,797.00 o0

ST dffui M P I R




NG NAMA PEHERIMA ALAMAT PENERIMA Jﬁ%ﬁ’;,uigm. ‘ J%iﬂ%“[:ﬂ SELISIH (Rp)

285 Sungan Lubang, <8 260.432,00 4625043200 .00
288, | Tolok 21.523.262,00 71.523,282.00 0,00
247 | Bagak 3418860800 34 1BHE0R O 2.0
298 Anli Dihgtr 49.51.755,0] 48,538,790, 00 1,00
oua | Linteh Belng 25.201,142.00 25.201,142.00 5,00
np Bennang Mavun ) 20.834.615,00 2. 834.615.00 0,00
301 | Sidan 20 965,343, 00 20,985,543 00 0,00
3z | Songga a1 20534200 21.305,343.00 0,60
303 | Ladsngan 48,847,773 00 #5.841.773,00 0,00
304 Angkaras 46 286 812,00 46 286 812 00 .00
305 | KayuAm 50.678:897.00 50,578.897,00 4,00
308 | Ansang 24.767-836 00 25.767.935.0D 0.00
3R | Mamek H5.815.676,00 35,515,760 8,00
308 | Dartt 20.245.841.00 20.245 41,00 0.00
509 Pekumbang F2 444, 518,00 22.884,816,00 0.60
38, | Tapakmg HLAZABIE N 201.834. 615,50 oo
314, | Amewaking 4580 129,00 44599 128,00 Q.00
312 | Gakdr 50 747,927 00 50.747.827.00 00U
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SHB KEGIATAN 5.783.044 000,00 5.763.044.000,00 9.00

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Gsdan Pengelolaan 5.783.044.000,00 £.763.044.000,00 .00

Keuangan dan Asetl Dasrh

Salnan sesus dengan ashinya
KEPRALA Ba 51aN HUKUM,

DARIANUARTI, S
KIP. 196611268 198402 § 001

IKab. Landak. 11 Novembiar 2024

P} Bupati

TTD

Dr. GUTMEN NAINGGOLAN. SH., M.Hum




tampEn Ml Bestumm Kemmie Daarah
Mumer 21 Tehun 2024
Tanggas 11 Noyamber 2024

KABUPATEN LANDAK
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINT AHAN DAERAM, ORGAMS ASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, OAN SUB RINCIAN DBJEX PENDAPA TAN,
BELANJA DAN PEMBIAY AAN TAHUN ANGGARMN 2024

DA S
KQDE HEKENING LRAAR EESEL UM SEBLDAH SELISIH . SUMBER CAMA LoKas)
{Ae) ]
1 2 b ] x 5 l . 7

DATA LAPOIRAN KOIONG

Rab Lz ek 1} Neassiner 2004
P Burpasli
TID
Szlinart sesyal dengan ashiwe Dr GUTMEN NAINGGOLAN, sH., MYum
KEFAL4 BAGIAN MUK

Ot

DARIANUARTT.S
MP: J9EENZE WUz Ao



Lampnanl® ‘Frumjman‘ Kppale Dzash
Namar Z| Tanun S04
Tonggs! VL Newsember 275

KABUPATEN LANDAK
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURLUT URUSAN PIEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAS], PROGRAM, KEGIATAN, SUR KEGIATAN,
KELOMPIOK, JENES, OBJEK, RINCIAN DBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BEL ANJA DAN PEMBIAY AAN TAHUN ANGGARAIN 2024

HODE HEKENING URAIAN SEBELAM AESI0RH SELISIH SUMBER BANA LoRAs
l Ry R
: | 2 | 3 . 5 ' i r

DATA LAPORAN EOSONG

Kty Lyriesic 11 Pdoviermbeer 2024
A Bratrah
TTiI
Satinam sesum! degem ssinys Br GUTMEN NAINGGOLAN EM. MHum
KEPALA BAGIAN HUKUM.

DARIANUAETE &H
NP 19661128 198402 2!



